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RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Perkara No.216/Pid. B2005/PN.Jr),
MUMTAHANAH RESTUKARUNIA, 020710101037, 2006, 44 Halaman.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Fsa, vang
senantiasa harus kita jaga. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak
adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil
dan kebebasan. Pada kenyataannya anak seringkali menjadi korban kejahatan.
Hal ini dikarenakan anak itu mempunyai sifat yang lemah, lugu dan penurut.
Salah satu bentuk kejuhatan yang dilakukan terhadap anak adalah kejahatan
seksual contohnya saja tindak pidana pencabulan. Undang-undang Perlindungan
anak memberikan ancaman minimal dan maksimal bagi orang vang melakukan
tindak pidana pencabulan terhadap anak. Ini merupakan bentuk perlindungan bagi
anak sebagai korban kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas penulis membahas 2 (dua) permasalahan vaitu :
apakah dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah
dari ancaman pidana minimal Pasal 82 dan apakah penjatuban pidana penjara
ringan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan telah sesuai dengan prinsip
perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pembenaran yuridis
hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal
Pasal 82 dan untuk mengetahui kesesuaian penjatuban pidana penjara ringan
terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan prinsip perlindungan terhadap
anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatasn
musalah secara Yuridis Normatif. Sumber hahan hukum vang digunakan adalah
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode
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pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi literatur dan studi
dokumentasi. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif,
sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode deduktil’

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hakim yang menjatuhkan
pidana lebih rendah dari ancaman pidana minimal Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002
dianggap menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena hakim dalam
menjatuhkan pidana tidak berdasarkan kepada pidana minimal yang bersifat
khusus dalam undang-undang khusus tersebut. Kesimpulan lain adalah bahwa
pidana penjara ringan terhadap pelaku tidak sesuai dengan prinsip perlindungan
karena pidana itu masih dibawah pidana minimal yang ditetapkan oleh Pasal §2
Undang-undang Perlindungan Anak. Saran vang dapat diberikan oleh penulis
adalah pemerintah scbaiknya membuat pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan
pidana yang berkaitan dengan ketentuan pidana minimal dan pidana maksimal.
Selain itu juga penulis menyarankan untuk yang masa akan datang harusnya
jangan hanya dalam pemidanaan terhadap pelaku saja sebagai  bentuk
perlindungan terhadap korban anak tetapi juga harus ada benuk ganti rugi yang
diberikan kepada korban sebagai biaya ganti rugi terhadap korban.

xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, vang
senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinva melekat harkat, martabat dan
hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 288
Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada
tanggal 20 Nopember 1989 tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi pencrus cita-
cita bangsa. sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak
kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perwujudan dan  perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut
memerlukan peranan orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Undang-
undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang
g, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaion
kegiatan  yang dilaksanakan secara lerus-menerus dan  terarah  demi
terlindunginya  hak-hak  wnok. Orang wa, keluarga dan  masvarakat
bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai
dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Pada saat ini kejahatan yang dilakukan terhadap anak semakin
merajulela baik yang dilakukan oleh keluarga sendiri seperti orang tua
melakukan  penganiayaan terhadap anak atau orang wa  melakukan
pencabulan, perkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak. maupun yang di
lakukan oleh orang-orang diluar keluarga terhadap anak-anak. Peristiwa ini
tentu saja sangat memprihatinkan kita semua lebib-lebih orang tua vang
memiliki anak Kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual
ternyata tidak hanya menimpa perempuan tapi juga kerap kali terjadi pada
anak laki-laki tidak peduli usia mereka layak menjadi adik, anak, bahkan cucu
sl pelaku. Kebanyakan pelaku bukan orung asing atmu orang jauh dari
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lingkungan. Lebih banyak justru pelaku adalah orang yang dekat dengan
lingkungan keluarga korban dan selama ini dianggap keluarga atau saudara
sendiri.

Kejahatan seksual yang dialami oleh anak akan menimbulkan trauma
seperti rasa tidak aman. kecemasan, ketakutan dan kepanikan dalam
pergaulannya dimasyarakat. Ancaman vang terus-menerus mengakibatkan
anak itu tidak mampu keluar dari penindasan orang dewasa. Anak-anak
korban kejahatan seksual akan terus mengalami penderitaan  dalam
ketertutupan. Anak-anak cenderung bungkam atas perlakuan seksual yang
dialami oleh anak—anak itu. Hal ini dikarenakan anak—anak it tidak mampu
melawan ancaman yang diberikan terhadapnya, karena sifat yang lemah inilah
anak-anak mudah sekali untuk menjadi korban kejahatan scksual.

Modus yang dilakukan dalam Kasus kekerasan terhadap anak ini
adalah memanfaatkan kelemahan anak untuk memuaskan nafsy bejatnya.
Pelaku kejahatun selalu mencari orang yang lemah dan tidak berdaya. Anak
adalah usia yang tergolong lemah sechingga memerlukan perlindungan
keamanan.

Kejahatan scksual terhadap anak merupakan perlakuan yang salah
terhadap anak. Kepala Perwakilun UNICEF di Indonesia Gian Franco
Rotigliano menyatakan :

" Perlakuan salah terhadap anak adalah pelanggaran hak anak
menurut UL perlindungan  anak, ini merupukan suatu  tindak
kejahatan, Kami mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil
sejumlah tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran ini (Dua
tahun UL Perlindungan  Anak masih  jauh  dari  harapan

(www kompas.com).”

Kasus kejahatan pencabulan kepada anak-anak memang seperti buah
simalakama. Apabila anak melapor babwa ia telah dicabuli oleh seseorang
kepada orang tuanya maka ia akan mangalami ketakutan. Hal ini disebabkan
Karena apu yang telah dialami oleh anak it yaitu pencabulan terhadap dirinya
merupakan  pelanggaran terhadap norma agama vang ada dimasvarakat

Korban takut merasa terhina akibat hilangnya keperawanan, Di sisi lain, ia
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belum mengetahui dampak dari perbuatan asusila tersebut. Konflik tersebut.
memicu anak menjadi bingung dan memilih diam.

Faktor budaya timur, bahwa anak harus selalu baik dihadapan orang
tua. Anak diberi pendidikan untuk taat dan patuh serta tidak boleh melawan
orang tua, menjadi pemicu ketakutan anak untuk membuka aib atau kejelekan
yang di alami. Anak menjadi sangat tertutup dan tidak terbuka kepada orang
tua. Apalagi mengenai aib yang akan mencoreng muka orang tuanya. la lebih
memilih untuk tetap diam dan bertingkah laku seperti biasa seakan tidak
terjadi apapun yang tengah menimpa hidupnva,

Memberi keselamatan kepada anak-anak adalah tanggung jawab kita
bersama,  Mengantarkan  anak-anak  secara  layak menghadapi  tugas
perkembangan hidupnya merupakan hak-hak anak vang harus diberikan
kepada setiap anak. Anak perempuan yang dicabuli dibawah umur tidak
bersalah. Kekerasan menimpa tubuhnya akibat tindak kejuhatan, Mereka
adalah korban kekerasan secara biadab, Mereka patut dilindungi dan dirawat
secara baik. Korban pencabulan tidak sepatutnva dinista, apalagi disia-siakan
hidupnya. Mereka niscaya mendapatkan perawatan secara fisik dan psikis.
Mereka harus tetap bangkit melanjutkan hidupnya.

Berdasarkan uraian diastas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut dalam bentuk skripsi ini khususnya mengenai perlindungan hukum
terhadap anak sebagai korban kejahatan, khususnya korban tindak pidana
pencabulan  dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan Perkara No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr)".

1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan vang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :
|. Apakah dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih
rendah dari ancuman pidana minimal dalam Pasal 82 ULl No.23 Tahun

20022
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2. Apakah penjatuhan pidana penjara ringan terhadap pelaku telah sesuai
dengan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana
pencabulan?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah schagai
berikut :

I. Untuk mengetahui dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana
penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal dalam Pasal 82 UL
No.23 Tahun 2002,

2. Untuk mengetahui Kesesuaian penjatuhan pidana penjara ringan terhadap
pelaku dengan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak
pidana pencabulan.

1.4 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ilmiah diperlukan suatu cara atau meiode, baik
dalam proses pengumpulan bahan hukum maupun menganalisis permasalahan
dan melakukan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran suatu
pernyataan. Metode penelitian yang di gunakan adalah schagai berikut.

L.4.1 Pendekatan Masalah
Metode penclitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah metode penelitian  hukum  normatif, Pendekatan-pendekatan  vang
digunakan didalam penelitian hukum pada skripsi ini adalah
I Pendekatan undang-undang (statute upproach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menclaah semua undang-undang
dan regulusi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditanguni. Pendckatan undang-undang ini akan membuka kesempatan
bagi penulis uniuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian
antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau
antara  undang-undang  dan  Undang-Undang Dasar atau  antara
regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan
suitu argumen  untuk memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki,
2005:93).
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2. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi vang telah
menjadi putusan pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus
adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan
untuk sampai kepada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning
tersebut merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam
pemecahan isu hukum (Marzuki, 2005:94).
1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunskan untuk mengkaji
masalah yang ada dalam penulisan karya ilmiah dibidang hukum. Bahan
hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui membaca peraturan
perundang-undangan, norma-norma dan yurisprudensi. Bahan hukum primer
tersebut dianalisis, dikembangkan, dibandingkan dan diuji untuk memperoleh
pengetahuan yang benar secara teoritis dan ilmiah, kesemuanya itu kemudian
dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok
permasalahan dari penyusunan skripsi ini (Soemitro, 1990:11),

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun
2002, Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-
undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang unduang
nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor |
Tahun 1974 tentang  Perkawinan  serta  putusan  Pengadilan  No:
216/PId.B200S/PN.Ir yang bersifat mengikat dan mempunyai  kekuatan
hukum tetap yang berkaitan dengan permasalahan dalam permasalahan skripsi
ini.
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b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang crat kaitannya
dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis dan memahami
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil—hasil
penelitian orang lain, majalah-majalah  hukum, literatur—literatur yang
mendukung untuk membahas permasalahan datam skripsi ini (Soemitro,
1990:11).
1.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam
penulisan skripsi ini :
a. Studi Literatur

Studi- Literatur yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dengan
cara mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan atau
tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini sehingga dapar
dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini.
b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu penulis mempelajari dokumentasi mengenai
Putusan Pengadilan No: 216/Pid.B/2005/PN.Jr mengenai  tindak pidana
pencabulan terhadap anak dibawah umur,

L.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-
langkah dalam penelitian hukum yaitw (1) mengidentifikasi fakta hukum dan
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum vang
hendak  dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum  dan sekiranya
dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum: (3) melakukan
lelaah atas jsu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan vang telah
dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab
isu hukum; dan (5) memberikan preskriptif, vakni cara menganalisis kasus hukum
dengan didasarkan atas tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22),
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Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisic
secara sistematis menggunakan metode preskriptif, yakni cara menganalisis kasus
hukum dengan didasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Marzuki, 2005:22).
Pemberian preskripsi bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang
sudah ada. Oleh karena itu, vang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun
bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.
Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi schingga preskripsi
tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.

Untuk memperoleh  hasil yang baik, maka dalam penulisan inj
menggunakan metode berpikir secara  deduktif vakni metode penarikan
kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan

vang bersifat khusus.
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FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta Tentang Pencabulan Yang Dilakukan 1 ernausp anan.

Pengadilan Negeri Jember telah memeriksa dan mengadili perkar—
perkara pidana pencabulan ferhadap anak. Salah satunya adalah perkara
No:216/Pid.B/2005/PN.Jr dimana terdakwanya juga seorang anak. Terdakwanya
adalah :

Nama Lengkap : KHOIRUL ANAM bin MLUINARI.

Tempat Lahir : Jember.

Umur/tgl lahir : 16 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal ¢ Dusun Muneng Desa Mavangan Gumukmas Kabupaten
Jember,

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Tani.

Pada tanggal 21 April 2005 Pengadilan Negeri Jember dalam Putusan
perkara No:216/Pid.B/2005/PN.Jr telah memeriksa dan mengadili perkara dengan
terdakwa bernama Khoirul Anam bin Munari sebagaimana yang telah disebutkan
diatas. Ia didakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang
berusia 8 (delapan) tahun dan 6 (cnam) tahun. Korbannya bermama Siti Aisyah
dan adiknya yang bernama Misnati. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan
oleh terdakwa terhadap korban tidak hanya sekali tetapi berulang kali sehanyak 3
kali.

Peristiwa ity bermula pada wnggal 10 Januari 2005 sekitar jam 10,00
WIB ketika Siti Aisyah bermain diteras rumahnya, Terdakwa Khoirul Anam yang
masih merupakan tetangganya Siti Aisyah, menghampiri Siti Aisvah dan
mengatakan ingin mengambil mainan adik terdakwa didalam kamar belakang.
Pada saal masih berada didalam kamar, terdakwa langsung menarik Siti Aisyah
dan kemudian menidurkannya dengan paksa diatas ranjang lalu menarik celana
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dalam Siti Aisyah hingga lerbuka. Pada saat itu pula terdakwa membuka
celananya dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan
dimasukkan kedalam kemaluan Siti Aisvah hingga Siti Aisyah merasa kesakitan
dan hendak menjerit letapi dibungkam mulutnya oleh terdakwa. Akibat
dimasukkannya alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban hingga
terdakwa mengeluarkan air mani dan terdakwa pun merasa puas dengan perbuatan
tersebul.

Perbuatan ini dilakukan lagi oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 4
Februari 2005 jam 09.00 WIB. Pada saat itu Siti Aisyah baru pulang dari sekolah
dan mengganti bajunya di meja dapur. Terdakwa kemudian mendekati Siti Aisvah
dan menarik paksa celana dalam Siti Aisyah. Dalam posisi sama—sama berdiri
terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Siti
Aisyah. Namun karena dalam posisi berdiri terdakwa merasa kesulitan untuk
memasukkan alat kelaminnya Kedalam kemaluan korban. Oleh karena takut
ketahuan akhirmya terdakwa segera menyudahi perbuatannya.

Pada tanggal 6 Februari 2005 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa
mengulangi lagi perbuatan tersebut. Pada saat itu Siti Aisyah bersama adiknya
Misnati sedang bermain dihalaman rumahnya sendiri. Terdakwa yang tinggal
didepan rumah melihat mereka dan memanggil Siti Aisyah bersama adiknya. lalu
menarik mereka berdua kedalam kamar terdakwa kemudian ditidurkan diranjang,
Kemudian setelah iu terdakwa menurunkan celana dalam Siti Aisyah dan
memasukkan alat kelaminnva yang sudah tegang kedalam kemaluan Siti Aisyah
hingga mengeluarkan air mani. Pada saal bersamaan pula terdakwa membungkam
mulut Siti Aisyah dengan tangan.

Misnati yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong kakaknya dan
memukul terdakwa. Namun tidak dihiraukan oleh terdakwa karena kekuatan
Misnati yang tidak seberapa. Setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa
membiarkan Sith Aisyah keluar kamar. Sedangkan Misnusti masih ditshan oleh
terdakwa dan tidak diperbolehkan keluar. Terdakwa melakukan perbuatan yang
sama kepada Misnati seperti vang telah dilakukannya terhadap Siti Aisyah.
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Misnati diancam akan dipukul bila tidak mau melakukan perbuatan
tersebut. Kemudian terdakwa mulai membuka celana dalam Misnati dan
membungkam mulut Misnati dengan tangan kanan lalu menahan kemaluan
Misnati menggunakan tangan kirinya lalu memasukkan alat kelaminnva yang
sudah tegang kedalam kemaluan Misnati, Namun setelah dipaksa berkali—kali alat
kelamin terdakwa menemui kesulitan untuk dimasukkan kedalam kemaluan
Misnati, hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani dan Misnati merasa
kesakitan.

Perbuatan terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan
pidana penjara sclama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- {enam puluh
juta rupiah) karena terdakwa melanggar Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002, Oleh
Majclis Hakim Pengadilan Negeri Jember terdakwa divonis dengan pidana
penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh
juta rupiah) karena terbukti melanggar Pasal 82 UL No.23 Tahun 2002.

1.2 Dasar Hukum.
1. Undang-lndang Dasar 1945
Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyebutkan :

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan vang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, twmbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

2. Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
a. Pasal 153 ayat (3) menycebutkan :

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan

terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau

terdakwanya anak—anak.
b. Pasal 183 menyebutkan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada scorang kecuali apabila

dengan sckurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
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keyakinan bahwa suatau tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
c. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :
|. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

3. Keterangan terdakwa.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
a. Pasal 289 menyebutkan ;
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
seorang  untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan
kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
b. Pasal 290 Ke-2 dan Ke—3 menyebutkan -

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumya belum
lima belas tahun atan kalau umumnva tidak ternyata, bahwa belum
mampu dikawin

Ke-3 Barangsiapa membujuk seseorang vang diketahui atau sepalutnya
harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atou kalay
umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau
bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

c. Pasal 293 menyebutkan ;

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan vang atau barang,
menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadasn atau
dengan penyesatan sengaja menggerakkan  sescorang belum cukup
umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup
umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun,

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang vang terhadap
dirinya dilakukan kejahatan itu,

(3) Tenggang terschut dalam Pasal 74, bagi pengaduan ini adalah
masing - masing sembilan bulan dan dua belas bulan,

2
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4. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
Pasal 2 ayat (3) dan (4) menyebutkan :

(2) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan alau menghambat pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar.

5. Undang- undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

a. Pasal 58 menyebutkan :
Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari scgala
bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuun buruk, dan
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya,
atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak
tersebut.
b. Pasal 65 berbunyi :
Sctiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta
dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adektif lainnya.
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perl indungan Anak,
a, Pasal 1 angka 1, 2, 12 dan |5 menyebutkan :
Angka | menyebutkan :
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan,
Angka 2 menyebutkan ;
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk  menjamin  dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang,
dan berpartisipasi. secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapal  perlindungan  dari  kekerasan  dan
diskriminasi,
Angka |2 menyebutkan ¢
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara,
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Angka 15 menyebutkan ;

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak
dalam siluasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak
kelompok minoritas dan terisolasi. anak yang dieksploitasi secara
ckonomi dan/atau seksual, anak vang diperdagangkan, anak vang
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan.
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental anak vang menyandang
cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
b. Pasal 3 berbunyi :

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkal dan martabat kemanusiaan serts mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
indonesia vang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

¢. Pasal |3 berbunyi :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali. atau pihak lain
manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan :

a. diskriminasi;

b. eksploitasi. baik ekonomi maupun seksual:
¢. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
¢. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang twa, wali atau pengasuh anak melakukan segala
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

d. Pasal 64 ayat (3) menyebutkan :

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a) upaya rchabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembagg;

b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media
massa  dan untuk menghindari labelisasi;

¢) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli,
baik fisik, mental, maupun sosoal; dan

d) pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

¢. Pasal 82 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
aton membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan  dilakukan
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perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
600.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

7. Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Pasal 6 ayat (2) menvebutkan :
Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan,
karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. mendapat
keyakinan bahwa sescorang yang dianggap dapat bertanggungjawab,
telah bersalah atas perbuatan yang didakwa atas dirinya.
b. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan :
Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali
undang-undang menentukan lain.
¢. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan :
Segala putusan pengadilan harus memunt alasan dan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang undangan
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis untuk dijadikan dasar
untuk mengadili.
d. Pasal 28 menyvebutkan :
(1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan vang hidup dalam masyarakat.
(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

2.3 Kerangka Teoritik.
2.3.1 Pengertian
2.3.1.1 Pengertiun Anak

Hukum positif Indonesia belum memberikan Kriteria pasti tentang anak.
Hal ini disebabkan karcna belum adanya keseragaman dan kesepakatan bersama
dalam pengaturan batasan usia anak. Setiap peraturan perundang-undangan
mengatur  kriterin anak  secarn tersendiri, sehingga timbul kesulitan dalam

memberikan pengertian tentang anak dibidang hukum.
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Rumusan tentang pengertian anak tersebar dalam beberapa peraturan
perundang-undangan, sehingga timbul kesulitan dalam memberikan pengertian
tentang anak dibidang hukum. Pengertian anak dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUH Perdata) berhubungan dengan kebelumdewasaan. Pasal
330 KUH Perdata menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka vang belum
mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Berdasarkan
bunyi Pasal 330 tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa anak adalah mereka
yang belum genap 21 (Dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin,
apabila dapat dianalogkan anak adalah orang vang belum dewasa. Apabila
perkawinan di bubarkan sebelum umur genap 21 (Dua puluh satu) tahun maka
mereka tidak kembali lagi pada kedudukan belum dewasa dan tidak berada di
bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana distur dalam bagian
ketiga, keempat, kelima, keenam bab  kebelumdewasaan dan perwalian (Subekti
dan R, Tjitrosudibjo, 1992:93).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan
pengertian anak sccara jelas, Akan tetapi dalam Pasal 45 menyebutkan bahwa -

Jika seorang yang belum dewasa untuk dituntut karena perbuatan yang
dikerjakannya ketikn umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh -
memerintahkan, supaya sitersalah ity dikembalikan kepada orang tuanya;
walinya atau pemeliharanys, dengan tidak dikenakan suau hukuman:
ataw memerintahkan, supaya sitersalah diserahkan kepada Pemerintah
dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan ity masuk
bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam
Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531. 532, 536
dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum dua tahun lalu sesudah
keputusan  dahulu  yang menyaluhkan dia melakukan salah  satu
pelanggaran ini atay sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang
bersalah itu.

Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang  Kesejahteraan Anak Pasal
| angka 2 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak adalah seseorang vang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin. Maksud dari
pasal ini adalah sescorang disebut anak bila belum mencapai umur 21 tahun dan
tidak terlebih dahulu kawin, Apabila sescorang melakukan perkawinan pada saat
belum mencapai 21 tahun maka ia tidak disebut lagi sebagai seorang anak dan bila
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perkawinan itu bubar dan orang tersebut masih belum mencapai umur 21 tahun
maka orang tersebut tidak lagi kembali kedudukannya menjadi scorang anak.

Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 T'entang Pengadilan Anak Pasal |
angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun dan belum pemah kawin. Ketentuan ini menyangkul pembatasan
umur seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak vang berumur 8
tahun dan yang belum mencapai 18 tahun vang bisa diajukan dalam sidang
pengadilan,

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal | angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Maksudnya
kepentingannya disini adalah anak yang dalam kandungan mempunyai hak untuk
diperhitungkan dalam hal pembagian warisan.

Konvensi tentang hak-hak anak vang telah diratifikasi dengan Kepulusan
Presiden Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1990 memberikan rumusan tentiang
pengertian anak pada ketentuan Pasal | vaity untuk lujuan-tujuan  konvensi,
seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali
menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal,

Undang-undang Perlindungan Anak yang merupakan undang-undang
yang khusus mengatur perlindungan atas hak dan kewajiban anak agar dapat
hidup. tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusisan. Undang-undang Perlindungan Anak memberikan pengertinn anak
sesuai dengan Pasal | angka | telah disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belus) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang
dikatakan scbagai anak apabila berumur 18 tahun kebawah dan termasuk Janin
yang ada dalam kandungan seorang wanita.
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2.3.1.2 Pengertian Korban

Gosita (1989 : 75) menyebutkan korban adalah mereka yang menderita
jasmanizh dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan
kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka yang dimaksud disini dapat
berarti perorangan / individu tapi juga bisa bersama atau kolektif vang mengalami
penderitaan secara fisik, mental, sosial sebagai tindakan jahat orang lain yang mau
memenuhi kepentingan sendiri.

Stanciu (dalam Amrullah, 2003 : 61) memberikan pengertian tentang
korban vaitu korban (dalam arti luas) adalah orang yang menderita akibat
ketidakadilan. Dengan demikian lanjut Stanciu ada 2 sifat yang mendasar
(melekat) dari korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice
(ketidakadilan). Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi
dan Korban menycbutkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami
penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ckonomi yang diakibatkan oleh
suatu tindak pidana.”

Sahetapy (1987 : 25) memberikan pengertian bahwa korban kejahatan
adalah orang yang menderita kerugian baik fisik (luka—luka) maupun non fisik
(biava pengobatan) dan kerugian—kerugian lain yang tidak dapat dinilai dengan

uang.

2.3.1.3. Pengertian Pencabulan
Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar
kesopanan/kesusilaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Anwar { 1986 : 23) :

perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau
kesusilaan, tetapi juga kepada setiap perbuatan terhadap badan atau
dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar
kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis
perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk
perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.

Sedangkan perbuatan cabul menurut Poerwodarminto (1987 : 186) adalah schagai

sesuatu yang keji dan kotor, melanggar kesopanan.
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Pengertian cabul menurut Soesilo (1994 : 212) adalah ;

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan
yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya
cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada
dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan
cabul, akan tetapi dalam undang—undang disebutkan tersendiri.

2.3.1.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Hadjon (1987 : 2) adalah perlindungan
hukum dalam pengertian yang luas yaitu dilakukan baik secara preventif maupun
represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Maksudnya perlindungan hukum preventif bertujusn untuk mencegah
terjadinya kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana vang
lelah terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan  untuk
menyelesaikan kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana
yang telah terjadi,

Perlindungan hukum yang saya maksud dalam penulisan skripsi ini
adalah suatu upaya atau tindakan melindungi dengan hukum amu peraturan
perundang-undangan terhadap subjek maupun objek hukum melalui suatu
peraturan mengenai perlindungan anak vang terdapat dalam Pasal 1 angka 2
Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secarn optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekernsan don diskriminasi.

2.3.2 Tujuan Perlindungan Anak dan Upaya Perlindungan Anak.
a. Tujuan Perlindungan Anak.
Pasal 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, wumbuh, berkembang. dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19
Digital Repository Universitas Jember

Maksud dari uraian pasal ini adalah bahwa perlindungan vang dilakukan
terhadap anak itu ditujukan agar hak-hak anak vang seharusnya dimiliki oleh
seorang anak benar—benar dapat terwujud sesuai dengan harapan sehingga apabila
hak—hak itu telah dapat diwujudkan maka anak—anak itu dapat tumbuh, hidup dan
berkembang dengan baik. Perlindungan itu juga ditujukan agar anak terhindar dari
kekerasan dan diskriminasi,

b. Upaya Perlindungan Anak

Ada beberapa bentuk upaya pemerintuh dalam usahanya memberikan
perlindungan terhadap anak vaitu dengan dibentuknya undang-undang yang
khusus mengatur tentang perlindungan terhadap anak vaitu dibentuknya Undang-
undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai Lex Specialis.
Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu melindungi anak-anak dari
kekerasan dan diskriminasi. Walaupun sebelum undang-undang ini dibentuk
pemerintah juga telah mempunyai beberapa pasal dalam hukum materiilnya yaitu
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehagai lex generalis yang
mengatur tentang perlindungan terhadap anak, Namun belum mampu memberikan
perlindungan yang maksimal terhadap anak, Jika dibandingkan dengan pasal-pasal
dalam KUHP mengenai perlindungan anak ancaman pidana yang di jatuhkan
terhadap pelaku yang melakukan kejahatan terhadap anak sangat berbeda dengan
U No. 23 tahun 2002 ini. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak ini
memberikan sanksi pidana yang lebih tinggi bila di bandingkan dengan KUHP,
Kita ambil contoh saja dalam Undang-undang Perlindungan Anak hukuman
pidana penjara yang dijatubkan pada pelaku Kejahatan perkosaan dan pencabulan
terhadap anak cukup tinggi apalagi ada hukuman maksimal dan minimalnya.
Minimalnya adalah 3 tahun sedangkan untuk maksimalnya adalah 15 tahun,
Selain itu juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak selain penjaiuhan
pidana penjara terhadap pelaku kajahatan juga dijatuhkan pidana yang berupa
pidana denda yang dalam pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak
dendanys  maksimal Rp, 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan denda
minimalnya adalah Rp. 60.000.000.- (Fnam puluh juta rupiah) yang mana bila
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denda ini tidak mampu diberikan oleh pelaku maka pelaku akan menjalani
hukuman subsider atau hukuman pengganti selama 6 bulan.

Selain memberikan sanksi vang cukup tinggi Undang-undang
Perlindungan Anak ini juga melindungi anak dari berbagai bidang baik itu bidang
agama, keschatan, pendidikan, sosial dan ada juga perlindungan khusus vang
diberikan terhadap anak. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan
secercah harapan bagi anak-anak dalam perlindungan terhadap dirinva.

Bentuk lain dari upaya pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap
anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak. Komisi
perlindungan Anak merupakan lembaga independen vang bertugas memantau
pelaksanaan hak-hak anak. Lembaga ini bertugas untuk :

a. melakukan sosialisasi  seluruh  ketentuan peraturan  perundang-
undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap anak dan
Undang-undang lain yang berkaitan dengan hak anak contohnya saja
Undang-undang Sisdiknas, Undang-undang Ketenagakerjaan,

b. mengumpulkan dats dan informasi mengenai kondisi riil anak
Indonesia sebab di saduri atau tidak, permasalahan sosial vang
dihadapi anak bertambah berat dan meningkar, mulai dari buruknya
kondisi kesehatan unuk akibat kurang gizi, meningkatnya jumlah anak
terlantar, anak jalanan, anak nakal. anak yang menjadi korban tindak
kekerasan, atuu yang di perlukan tidak semestinya schingga anak
terpaksa terjerumus menjadi korban child traficking dan pelacuran.

¢. menampung pengaduan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan
dengan anak. melakukan penelaahan, pemantavan, pengevaluasian
dan pengawasan terhadap perlindungan anak.

d. membentuk jaringan-jaringan dan bekerja sama dengan lembaga-
lembaga lain yang peduli dengan perlindungan anak, selain itu perly
dukungan masyarakat dan pemerintah. (Prakoso, 2005:43)

Adapun perlindungan anak vang berkaitan dengan keterlantaran,
kekerasan dan eksploitasi (Krisnawati, 2005 : 44) adalah sebagai berikut ;

4. pengayoman :

1) yang dilindungi dapat merasakan aman dalam perlindungan
tersebut,  Kepentingan dan  hak  asasinva terjamin  dan  tidak
dirugikan dan diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencapai
pertumbuhan fisik. mental dan sosial secara maksimal: dan

2) yang melindungi harus dapat merasa dirinya dapat perlindungan
dan jaminan dalam kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan
tugasnya, dan mendapst vang layak dari pemerintah  dan
masyarakat.
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b. usaha bersama :

I) kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan vang menjadi
langgung jawab bersama antara pihak-pihak yang dilindungi dan
yang melindungi;

2) harus ada saling pengertian antara mercka sebagai pihak-pihak
vang bersangkutan agar mencapai hasil vang baik. Ada interaksi
antara kedua pihak;

3) yang di lindungi harus di yakinkan bahwa ia ikut serta dalam
kegiatan perlindungan anak ini dengan berusaha melindungi
dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya; dan

4) kegiatan  perlindungan  bukan monopoli  seseorang  atau
badan/organisasi swasia maupun monopoli.

¢. kepentingan bersama :

1) dengan melindungi scseorang anak berarti menghindari dari
kesulitan  yang mungkin menimpa/mengancam vang melindungi
(orang tua, pemerintah dibandingkan dengan apabila anak tidak
dilindungi atau dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana
vang cukup besar tidak sia-sia; dan

2) yang di lindungi jangan sampai menjadi korban dari yang
melindungi dengan dalih untuk melindungi kepentingan pribadi.

d. lingkup perlindungan :

I) meliputi pemenuhan kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang,
papan, pendidikan, kesehatan;

2) kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniah; dan

3) kebutuhan primer, sekunder yang pemenuhannya berdasar skala
prioritas.

€. unsur edukatif :

1) pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun
vang diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri
schingga akan dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional: dan

2) pemberian perlindungan jangan sampai menjurus pada pemuasan
diri, yaitu rasa lebih berjusa dari pada yang dilindungi,

Usaha-usaha lain yang dapat dijalankan dalam usahanya untuk melindungi
anak adalah dengan cara sebagai berikut (Krisnawati, 2005 : 50):

w. sistem pembinaan anak sampai umur 18 ( Delapan belas) tahun, perlu
disistematisasikan  secara  tegas  agar  system  kontrolnya  dan
perlindungannya dapat dilaksanakan secara efektif:

b. pelaksanaan perlindungan secara cfektif hanya dapat diloksanakan
apabila  didukung olch peraturan  yang  menunjang  terhadap
pelaksanaan perlindungan anak tersebut;

¢. lembaga perlindungan anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan:

d. perlindungan anak terhadap segala bentuk gangguan, kamtibnas
terutama ketelantaran, kekerasan dan eksploitasi, harus secepatnya
dapat dilaksanakan demi terjaminnya hari depan anak: dan
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e. dengan perlindungan anak yang berjalan dengan baik, anak akan
berkembang secarn wajar schingga generasi mendatang akan
merupakan potensi untuk pembangunan nasional.

Untuk semua itu perlu :

a. ketentuan pelaksanaan perlindungan anak segera dapat diterapkan
secara legas;

b. peninjauan  kembali terhadap sistem pembinaan anak untuk
disempurnakan;

¢. dipersiapkan tenaga terdidik sebelum membuat lembaga perlindungan
anak supaya dapat berfungsi dengan baik: dan

d. polisi, jaksa, hakim anak agar di tingkatkan dan di bantu tenaga ahli
(pekerja sosial, psikolog, psikiater, pedagang).

2.3.3 Unsur-Unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Peneabulan yang di lakukan Terhadap Anak.
Pasal 82 menyebutkan ;
Sctiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atay ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipy muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul. dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak
Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 82 ini adalah ;
I. Setiap orang
Maksud dari "setisp orang” ini adalah bahwa semua orang yang
menyatakan schat jasmani maupun rohani mampu mempertanggungjawabkan
perbuatannya untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat
dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam pasal ini. Setiap orang ity
termasuk orang lain yang tidak dikenal, teman, pacar, saudara kandung maupun
orang tua dapat di kenai sanksi bila melakukan pencabulan terhadap anak. Setiap
orang juga bisa di artikan "siapa saja” tanpa melihat pangkat atau jabatan tertentu
baik itu tukang becak, polisi, direktur, guru, dan lain-lain yung melakukan
pencabulan terhadap annk akan dikenai sanksi sesuai dengan vang diatur dalam
pasal ini.
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2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Artinya perbuatan tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh sipelaku
dengan penuh kesadaran atau telah mempunyai niat sebelumnya dalam melakukan
tindak pidana pencabulan ini. Dan si pelaku juga sudah menyadari akibat yang
akan di dapat sesudah melakukan perbuatan tersebut.

Pencabulan itu dilakukan oleh sipelaku terhadap anak dengan cara
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan itu bisa berupa
menarik sccara paksa, pemukulan terhadap si anak secara langsung. Sedangkan
ancaman kekerasan itu berupa ancaman dengan menggunakan senjata tajam
seperti pisau, golok dan lain-lain. Kekerasan dan ancaman kekerasan itu dilakukan
agar si anak mau melakukan pencabulan kepada sipelaku.

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ini maksudnya pencabulan yang dilakukan terhadap anak itu
dilakukan dengan cara-cara tertentu agar si anak mau melakukan pencabulan
dengan si pelaku. Cara-cara tertentu itu adalah dengan cara melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak itu agar mau melakukan
pencabulan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat itu dapat berupa
dengan menggunakan obat tidur yang telah dimasukkan oleh sipelaku ke dalam
segelas air lalu  diberikan  kepada anak tersebut. Sedangkan serangkaian
kebohongan ataw membujuk itu biasanya dengan serangkaian kata-kata bohong
yang berusaha membujuk sianak agar maw melakukan pencabulan dengannya atay
dengan orang lain misalnya anak itu akan diberikan uang atau mainan oleh
sipelaku bila anak itu mau menuruti atau melakukan perbuatan vang disuruh oleh
sipelaku.

Unsur—unsur dalam Pasal 82 ini sudah jelas menyebutkan bahwa cabul
adalah perbuatan vang dilarang oleh undang-undang apalagi perbuatan i
dilakukan terhadap anak. Selain Pasal 82 ada juga pasal yang sangat berhubungan
dengan pasal tersebut seperti Pasal 77 dan juga Pasal 81 UL No.23 Tahun 2002.
Pasal 77 menyebutkan
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Setiap orang vang dengan sengaja melakukan tindakan:

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan amak mengalami
kerugian, baik materiil maupun moril schingga menghambat fungsi
sosialnya: atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami
sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal diatas dapat diketahui bahwa unsur pasal ini juga dapat dikenai
pada pelaku pencabulan anak, Unsur pasal ini adalah :

1. Setiap orang.

2. Dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan
anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat
fungsi sosialnya.

3. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau
penderitaan. baik fisik, mental maupun sosial,

Unsur-unsur pasal diatas dapat terpenuhi  karena tindak pidana
pencabulan terhadap anak adalah salah satu bentuk diskriminasi dan penelantaran
terhadap anak. Sehingga mengakibatkan anak korban pencabulan itu menderita
kerugian baik securn fisik, mental maupun sosialnya akibat dari perbuatan
pencabulan itu, Kerugian fisik itu dapat berupa luka—luka badan. Kerugian mental
itu dapat berupa menurunnya rasa percaya diri bagi anak dan kerugian sosial itu
dapat berupa namanya tercemar sebagai korban pencabulan.

Persetubuhan juga termasuk dalam perbuatan cabul hanya dalam KUHP
dijelaskan secars tersendiri, Pasal 81 adalah pasal tentang persetububhan yang
dilakukan terhadap snak. Pasal 81 menyebutkan :

(1) Setiap orang yang dengan sengajs melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan  persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga tahun)
dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana schagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
scrangkaian  kebohongan, atau membujuk  anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
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Unsur pasal tersebut adalah :

l. Setiap orang.

b

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Lad

. Melakukan tipu muslihat, scrangkaian kebohongan, atau membujuk  anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah membedakan antara
pengertian perbuatan cabul dengan persetubuhan. Persetubuhan adalah perpaduan
antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk
mendapatkan anak. jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat
kemaluan perempuan schingga mengeluarkan mani. Batasan antara pencabulan
dengan persetubuhan itu adalah masuk atau tidaknya anggota kemaluan laki-laki
tersebut kedalam anggota kemaluan perempuan itu. Bila masuk maka disebut

persetubuhan namun jika tidak maka disebut pencabulan.

2.3.4 Proses Pemeriksaan Sidang Anak.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan
yang terlarang bagi anak. Anak nakal yang dapat diajukan kedepan sidang
pengadilan anak minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimun 18 (delapan
belas) tahun serta belum pernah menikah. Hukum acara untuk sidang pengadilan
anak nakal adalah KUHAP, ini konsekuensi dari Pengadilan Anak masuk dalam
peradilan umum dan hanya menyangkut kasus pidana.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak, vang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia atau
pejabat  yang ditunjuk olchnya. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana
kekeluargaan. penvidik tidak memakai pakaian seragam/dinas dan melakukan
pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik.

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas perkara oleh Jaksa Penuntut
Umum kepada Pengadilan dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan terhadap
anak nakal dilakukan oleh Penuntut umum anak, yang ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.
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Pasal 55 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 menyvebutkan

Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Penuntut Umum. Penasihat Hukum. Pembimbing Kemasyarakatan, orang

tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir di sidang anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada prinsipnya. adalah
tanggung jawab anak itu sendiri. Akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak,
maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua
asuhnya (Prinst, 2003:53).

Pasal 56 UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyebutkan :

(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing
Kemasyarakatan ~ menyampaikan  laporan  hasil  penelitian
kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan,

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi :

4. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial
anak; dan
b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing Kemasvarakatan.

Pasal diatas telah jelas menyebutkan bahwa hasil penelitian Pembimbing
Kemasyarakatan itu diberikan sebelum sidang dimulai. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan waktu kepada hakim untuk terlebih dahulu dipelajari.

Pasal 57 UU No. 3 tahun 1997 menycbutkan

(1) Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang
tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua,
wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing
kemasyarakatan.

(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali,
atay  orang tua asuh, penasihat  hukum  dan  pembimbing
kemasyarakatan.

Pasal ini mencrangkan bahwa sidang dengan terdakwa anak itu dilakukan
tertutup untuk umum dan selama persidangan tersebut terdakwa anak didampingi
oleh orang tua, wali. orang tus asuh, penasihat hukum, dan pembimbing
kemasyarakatun,

Pasal 58 UU No. 3 tahun 1997 menyebutkan :

(1) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar
terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
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(2) Pada wakiu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan
pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.

Pasal 58 ini mempunyai pengertian bahwa pada saal pemeriksaan saksi

terdakwa anak ini dibawa keluar sidang. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa anak
itu tidak terpengaruh dengan kesaksian saksi yang memberatkan dirinya. Namun

orang lua, wali, orang lua asuh, penasihat hukum dan pembimbing
kemasyarakatan tetap berada dalam ruang sidang pengadilan.

Pasal 59 UU No. 3 tahun 1997 menyebutkan :

(1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan
kepada orang tua, wali, atau omang tua asuh untuk mengemukakan
segala hal ikhwal yang bermantaat bagi anak.

(2) Putusan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari
pembimbing kemasyarakatan.

(3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum,

Pasal ini mengandung pengertian bahwa hakim dalam menjatubkan

putusan harus juga mempertimbangakan laporan vang telah dibuat oleh
pembimbing kemasyarakatan. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum. Apabila tidak dilakukan terbuka untuk umum maka dapat batal demi

Putusan hakim dalam sidang Pengadilan Anak dapat berupa menjatuhkan

pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. Pasal 23 Avat (2) UU No. 3
Tahun 1997 menyebutkan :
Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah -

a. Pidana Penjara;

b. Pidana Kurungan;
¢. Piduna Denda;

d. Pidana Pengawasan.

Pasal 23 Ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (20 terhadap anak
nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan dan atay

pembayaran ganti rugi.
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Sedangkan tindakan yang dijatubhkan kepada anak nakal, dapat berupa
(Pasal 24 Undang-undang nomor 3 Tahun 1997) -

1) Mengembalikan anak kepada :
(a) Orang tua;
(h) Wali;
{c) Orang tua asuh.
2) Menyerahkan anak kepada negara (anak negara untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja); atau
3) Menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial, alau organisasi
sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja.

Anak yang menjadi korban kejahatan haruslah dilindungi. Berkenaan
dengan peradilan pidana, anak sebagai korban memiliki hak—hak vang seharusnya
diberikan baik sebelum persidangan. sclama persidangan maupun setelah

persidangan.

I. Sebelum persidangan anak korban kejahatan memiliki hak untuk
a. Hak untuk mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik

b,

dan sosialnya;

Hak untuk diperhatikannya laporan yang disampaikannya dengan
suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan
{kooperatif),

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan, tindakan
yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial
dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan,
pemerasan misalnya);

Hak untuk mendapatkan pendampingan, penaschat dalam rangka
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan
datang dengan prodeo;

Hak wuntuk mendapatkan fasilitas ikut serta  memperlancar
pemeriksaan  sebagai pelapor, saksikorban (transpor, penyuluhan
dari yung berwajib).

2. Sclama persidangan :

a.

b.

Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai
saksi/korban (transpor, penvuluhan);

Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan
dan kasusnya;

. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial;
Hak untuk menyatakan pendapat;

Hak untuk memohon ganti kerugiannya, penderitaannya;

Hak untuk memohon persidangan tertutup.
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3. Setelah persidangan :

a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan—tindakan
vang merugikan, menimbulkan penderitaan mental. fisik. sosial
dari siapa saja;

b. i{;;: atas pelavanan di bidang menial, fisik, sosial. (Prakoso, 2005 :
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3.1 Dasar Pembenaran Yuridis Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara lebih
Rendah Dari Ancaman Pidana Minimal Dalam Pasal §2 Undang-undang
No.23 Tahun 2002,

Pasal 1 UU Nod Tahun 2004 temang  Kekussaan Kehakiman
menyebutkan bahwa Kekuasasn kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan pancasila. demi terselenggaranya negarn hukum Republik
Indonesia. Kekuasaan merdeka disini maksudnya adalah kekuasaan kehakiman
bebas dari segala campur tarigan pihak ckstra yudisial. kecual; dalam hajhal
sebaguimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indogesia.
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan dibawahnya dan hakim adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman tersebut.

Hakim adalah pejabar peradilan negara yang diberi wewenang oleh
Undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam menjalankan tugasnya bersif
tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya  mencerminkan rasa  keadilan.
Keadilan dan hukum adalah dasar dari kehidupan manusia dalam bermasvarakat,
sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga peradilan merupakan
Stalu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun
pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan putusannya.

Hakim dalam mengeluarkan sebuah keputusan diperoleh dengan cara
menafsirkan ketentuan-ketentuan vang berlaku, kemudian menentukan hukumnya.
Setelah itu barulah hakim mencrapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar
kebebasan vang ada padanya.(Soejono, 1996:41)

Hamzah (dalam bukunya Yudowidagdo er all, 1987:72) mengatakan
bahwa kebebasan hakim dalam menemukan  hukum  tidaklah  berarti g
menciptakan hukum baru. Pembuyat undang-undanglah vang menciptakan undang-

30
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undang dan hakim bertugas untuk menerapkan undang-undang tersebut. |akim
tidak menciptakan hukum, ia hanya menemukan apa vang telah ditetapkan dalam
undang-undang.

Penerapan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim mempunyai
kebebasan memilih berat pidananya yang bergerak dari minimum kemaksimum
dalam perumusan delik vang bersangkutan. Walaupun hakim bebas untuk
mempertimbangkan berat pidana yang akan dijatuhkan. namun ia tidak boleh
sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya.(Hamazah, 1993:93)

Kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa
dari para hakim untuk dapat berbuat yang sebebas-bebasnya tanpa ada batas yang
jelas. Pengertian kebebasan hakim disisni maksudnya hakim bebas dari pengaruh
dan campur tangan pihak lain dan bebasnya hakim dari keterikatan kepada pihak-
pihak yang berperkara. Kebebasan hakim dapat dibatasi dengan adanya peraturan
perundang-undangan,

Peraturan perundang-undangan berisi pasal-pasal vang memberi amanat
terhadap hakim untuk tunduk dan patuh terhadap segala yang diatur didalamnya.
Hal ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan bagi hakim. Jadi jelaslah disini,
kebebasan  hakim adalah kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya, tetapi
kebebasan yang bertanggung jawab, baik terhadap hukum (keadilan) maupun
terhadap tuhan Yang Maha Esa.

Hakim dalam menjahkan pidana terhadap pelaku tindak pidana
mempunyai kebehasan dalam mempertimbangkan bernt ringannva pidana vang
akan dijatuhkan. Ini berkaitan dengan hukim menentukan salah atau tidaknya
seorang terdakwa. Jika in bersalah maka ia akan dikenai pidana tetapi bila ia tidak
bersalah maka in akan dibebaskan dari segala bentuk pemidanaan, Hakim dalam
menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan kepada alat bukti
yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP tetapi juga berdasarkan kepada
keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan alat-alat bukti vang
sah sehagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, Sistem pembuktian
ini disebut dengan sistem pembuktian undang-undang secara negative (negatief
wettelijk stelsel).
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Berdasarkan ketentuan terscbut sudah dapat membuktikan bahwa hakim
tidak boleh sewenang-wenang menuruli perasaan subjektifnya. Hakim dalam
mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus berpedoman
kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Indonesia
dalam menjatuhkan pidana harus berpedoman kepada KUHP dan jika memang
ada undang-undang kuhsus yang mengatur maka harus berpedoman kepada
undang-undang khusus tersebut.
KUHP vang berlaku pada saat ini tidak mengatur cara bagaimana hakim
menerapkan peraturan undang-undang dalam batas maksimum dan minimum
ancaman pidana vang tercantum dalam suatu peraturan. Hal inilah vang
menyebabkan perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang sangat menvolok antara
hakim-hakim pidana dalam kasus yang sama seringnya menimbulkan rasa tidak
adil dikalangan masyarakat.
KUHP menyebutkan ada 2 sistem pidana penjara dalam hal lamanva
pidann penjara itu yaitu :
|. Algemene Strafminima (hukuman terendah pada umumnya)
Yaitu batas pidana minimum yang umum atau pidana vang terendah, Pidana
minimum ini adalah selama | (satu) hari atay lamanya 24 jam,

2. Algemeene Strafmaxima (hukuman tertinggi pada umumnya)
Yaitu batas pidana maksimum umum. Ini berarti bahwa pidana penjara itu
paling lama 15 tahun. Apabila ternyata ada pidana penjara paling tinggi 20
tahun itu biasanya hanya dalam hal-hal tertentu, yaitu dimana perbuatan pidana
tertentu terscbut diperberat ancaman pidananya serta pidana penjara seumur
hidup apabila pelaku tersebut diancam dengan pidana mati,

Hal ini berarti bahwa didalam KUHP ketentuan untuk macam pidana
penjara tidak dikenal (tidak ditentukan) “Speciale Strafminima’” atau yang discbut
batas pidana minimal yang bersifat khusus schingga dengan demikian hanya
dikenal “Algemene Strafminima”. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam
Pasal 12 KUHP telah menyebutkan secara jelas batas pidana minimal vang umum
dan batas maksimal. Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP menyvebutkan ;

(1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
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(2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnva saty hari dan
selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
Pasal tersebut jelas mencantumkan pidana minimum yang diberikan oleh KUHP
adalah 1 hari dan pidana maksimalnya adalah 15 tahun. Oleh karena itu jelas
kalau KUHP lebih berpedoman kepada pidana maksimum saja dalam
menjatuhkan pidana.

KUHP yang berlaku sekarang masih berpedoman pada pidana minimal
vang bersifat umum dan dalam hal penjatuhan pidana hakim lebih berpedoman
dengan ketentuan pidana maksimumnya saja. Pada Rancangan KUHP vang barnu
pemerintah Indonesia sudah melakukan perubahan mengenai pedoman pidana
minimal tersebut. Beberapa pasal dalam Rancangan KUHP vang baru sudah ada
yang mencantumkan tersendiri ancaman minimal vang bersifat khusus. Jadi
Rancangan KUHP yang baru tidak lagi berpedoman kepada pidana maksimal saja
akan tetapi juga ada beberapa pasal yang berpedoman kepada pidana minimalnya.

Seperti vang telah disebutkan diatas bahwa ada pidana minimum vang
bersilat umum dan ada yang bersifat khusus. Jika pidana minimum yang bersifat
umum itu ada dalam KUHP maka pidana minimum yang bersifat khusus it ada
dalam Undang-Undang khusus. Salah satu contoh Undang-undang khusus vang
mencantumkana pidana minimum yang bersifat khusus tersebut adalah UU No.23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa pasal yang mencantumkan
pidana minimum tertentu yang harus dijadikan patokan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku tindak pidana salah satu contohnya adalah Pasal 82 yang
mencantumkan pidana minimal selama 3 tahun,

Dasar pembenaran yuridis terhadap hakim yang menjatuhkan pidana
penjara lebih rendah dari ancaman pidana minimal dapat diperolch dengan
memberikan ukuran apakah sikap hakim tersebut dapat dibenarkan atau dapat
dihindarkan, Cara yang tepat adalah dengan menunjukkan secara fakta bahwa
sikap hakim tersebut adalah benar atau sikap hakim tersebut tidak benar,

Sikap hakim benar atau tidak benar tersebut dapat dilihat sulah sat
contohnya adalah dari sikapnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku.
Apakah sikap hakim dalam menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari
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ancaman pidana minimal itu termasuk tidak menerapkan peraturan hukum atau
telah menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Sikap hakim dimana hakim terscbut tidak menerapkan peraturan hukum
maksudnya adalah hakim tersebut memang benar-benar tidak melaksanakan
ketentuan yang berupa perintah yang seharusnya dilaksanakan tapi perintah itu
tidak dituruti oleh hakim. Sedangkan sikap hakim yang menerapkan hukum tetapi
tidak sebagaimana mestinya maksudnya hakim tersebut dianggap keliru dalam
menerapkan hukum. Hal ini terjadi apabila ketentuan yang “melarang™ atau
“memerintahkan™ dilakukan suatu cara tertentu, namun hakim tersebut melanggar
larangan atau tidak mengindahkan perintah itu.

Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menjatuhkan pidana penjara
lebih rendah dari ancaman pidana minimal Pasal 82 yaitu yang seharusnya pidana
tersebut dijatuhkan minimal 3 tahun tetapi hakim Pengadilan Negeri Jember
menjatuhkan Pidana penjara selama 2 tahun, 1 tahun dibawah pidana minimal,
Sikap hakim tersebut menandakan hakim itu  menerapkan hukum tidak
sebagaimana mestinya karena hakim tersebut tetap melaksanakan peraturan
hukum yaitu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan namun
besarnya pidana tersebut tidak sesuai dengan perintah dari pasal vang dijatuhi
terhadap pelaku. Hal ini disechabkan karena hakim masih menganggap pidana
minimal yang dipakai pada saat ini adalah pidana minimal yang bersifat umum
vang tercantum dalam KUHP, Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana,
apabila menjatuhkan putusan berdasarkan pada suatu pasal tertentu dalam undang-
undang khusus yang mencantumkan pidana minimal maka pedoman pidana
minimal yang digunakan adalah pidana minimal yang tecantum dalam undang-
undang khusus tersebut.

Hal ini berkaitan dengan asas “Lex Specialis Derograt Legi Generalis™
yang artinya hal-hal yang bersifat khusus mengkensampingkan hal-hal vang
bersifat umum. Tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana minimal khusus
maka hakim masih memiliki kebebasan untuk menjatubkan pidana selama tidak
melebihi pidana maksimalnya. Namun apabila ada ketentuan pidana minimal yang

bersifat yang khusus dalam pasal yang dikenai maka pidana minimal itulah yang
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dijadikan pedoman bukan kembali lagi kepada pidana minimal yang bersifil
umum.

Pidana minimal yang tercantum dalam suatu undang-undang khusus itu
ditujukan untuk mengikat hakim sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tidak
terlampau jauh perbedaannys antara kasus yang satu dengan kasus vang lain
dalam hal delik yang sama dalam keadaan yang sama. Oleh karena i hakim
Pengadilan Jember seharusnyn dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
pencabulan tetap berpedoman pada pidana minimal vang tercantum dalam Pasal
82 UU No.23 Tahun 2002. Hakim harus melaksanakan ketentuan vang berlaku
menurut undang-undang vang telah ada.

Hakim memang mempunyai keleluasaan dalam memilih berapa lama
pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Namun bukan
berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Kebehasan hakim itu dapat
dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 25 ayat (1) UL! No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan
vang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili,
Maksud dari pasal ini sudah jelas bahwa hakim dalam mengeluarkan putusan
pengadilan sclain harus memuat alasan dan dasar-dasamya juga harus memuat
pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan vang bersangkutan. Ini
berarti hakim memuat pasal vang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan
dan selain itu juga berarti hakim harus menjatuhkan pidana sesuai dengan
ketentuan dari pasal i, Jika pasal itu mencantumkan pidana minimal maka
pidana minimal itu yang digunakan pedoman. Hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana dibawah pidana minimal dari pasal tersebut.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menycbutkan bahwa jika pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya. maka pengadilan menjaiuhkan pidana. Pasal ini memberikan
pengertian bahwa pemidanaan vang dijatuhkan kepada terdakwa hukuman
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pidananya sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana
yang didakwaakan terhadap terdakwa.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang
terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum
terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang
didakwakan. Jika dalam pasal itu telah mencantumkan pidana minimal maka
ketentuan tersebutlah yang harus dijalankan.

Harahap (2005 : 354) mengatakan undang-undang memberi kebebasan
kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum”™ dan
“maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai
dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUIHP. Namun demikian. titik tolak
hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yung
disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannva
seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada lerdakwa
sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana
vang dilakukannya.

Sebagaimana vang dapal dilihat dalam berbagai putusan Mahkamah
Agung, antara lain dalam putusan tanggal 17 Januari 1983 No.553 K/Pid/1982.
vang menegaskan bahwa “mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex
factie yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila juder factie menjatuhkan
hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang, atau kurang memberikan
pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan.” Sikap hakim
pada kasus ini termasuk hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya
karena menjatuhkan hukuman yang tidak berdasarkan oleh undang-undang

khusus,

3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara Ringan Terhadap Pelaku Dengan
Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Pencabulan.

Hukum pidana positif yang berluku pada saat ini memberikan
perlindungan  hukum terhadap korban adalah  dengan cara memberikan
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perlindungan abstrak atau perlindungan dengan tidak langsung. Artinya, dengan
adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan
selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan "in abstracto” secara
tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asas korban.

Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak
dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang
(korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran
"norma/tertib hukum” in abstracto. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak
secara langsung dan “in conereto”, tetapi hanya in abstracto. Dengan kata lain,
sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan
korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara
tidak langsung dan abstrak.(Arief, 1998:55)

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah
pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan
konkret, tetapi lebih  tertuju  pada pertanggungjawaban  vang  bersifat
pribadi/individual. Pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual terkadang
jugn perlindungan korban secara tidak langsung. terutama perlindungan terhadap
calon-calon korban atau korban potensial. Pertanggungjawaban pidana it
dilukukan dengan cara pemberian pidana kepada pelaku tersebut sebagai bentuk
pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan
terhadap anak ini adalah berupa perampasan  kemerdekaan. Perampasan
kemerdekaan itu diwujudkan dalam bentuk pidana penjara. Pidana penjara adalah
salah satu bentuk pidana yang diberikan kepada pelaku yang mana telsh diatur
dalam Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana itu terdiri
anas

a. pidana pokok:
I, pidana mati;
2. pidana penjura;
3. kurungan;
4. denda.
b. pidana tambahan:
I. pencabutan hak-hak tertentu:
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2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim. (Soesilo, 1994 : 340)

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok vang membatasi
kebebasan bergerak dari narapidana yaitu pelaku tindak pidana pencabulan
tersebut yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim. P.A.F Lamintang (dalam
bukunya samosir, 1992 ; 22) memberikan pengertian tentang pidana penjara.
P.A.F Lamintang menulis sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa
pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan
dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan,
dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib
yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suany
tindakan tata tertib bagi mercka yang telah melanggar peraturan tersebut
(Lamintang, 1984 : 56)

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku merupakan bentuk
perlindungan secara tidak langsung yang diberikan oleh hukum terhadap anak
yang menjadi korban pencabulan. Hal ini dikarenakan dengan di penjaranya si
pelaku pencabulan dapat menjauhkan pelaku tersebut dengan korban anak.
sehingga anak tersebut tidak lagi menjadi korban tindak pidana pencabulan dari si
pelaku. Pidana penjara sangatlah pantas bila dijatubkan kepada pelaku pencabulan
karcna penegakan hukum atas pelecchan dan tindak asusila harus mendapat
balasan yung setimpal.

Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku akan mencegah adanya
korban lagi. karena membiarkan par pelaku berkeliaran secara bebas berarti akan
mengancam keselamatan jutaan anak-anak lain. Oleh karena itu hukum yang adil
perlu ditegakkan guna menyeret para pelaku kemuka persidangan dan penjatuhan
pidana penjara kepada para pelaku adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan
terhadap anak-anak. Penjara akan membuat pelaku pencabulan terhadap anak
tidak dapat berkeliaran secara bebas,

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada kasus ini
dijatuhkan pidana penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jember selama 2 tahun,

Pidana ini termasuk pidana penjara yang ringan Karena pidana ini satu tahun
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dibawah pidana minimal dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak menurut

ULl No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 mengatur adanya perlindungan
terhadap anak. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak itu
antara lain :

a. adanya penyclenggaraan perlindungan anak yang didasarkan pada prinsip-
prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk
hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap
pendapat anak.

Prinsip-prinsip ini menandakan adanya perlindungan vang secara terarah
terhadap anak. Nondiskriminasi maksudnya asas yang memperlakukan anak
yang tidak membeda-bedakan anak menurut suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa dan scbagainya. Ini mengandung
pengertian bahwa anak it tidak boleh dibedakan antar anak yang satu dengan
anak yang lain.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak disini mengandung pengertian
bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, badan legislatif. dan badan vudikatif, maka
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Maksudnya disini dalam hal segala yang berhubungan dengan anak, anak
haruslah menjadi yang utama dan didahulukan.

Asas huk untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah
hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara,
pemerintah.  masyarakat, keluarga, dan orang fua. Maksudnya anak
mempunyai hek untuk hidup secara wajar dan melangsungkan kehidupannya
tanpat adanya paksaan schingga anak dapat berkembang secara normal. Hal ini
merupakan kewajiban orang tua, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang
tua.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas
hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnva  dalam
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pengambilan  keputusan  terutama  jika menyangkut  hal-hal  yang
mempengaruhi  kehidupannya. Maksudnva anak mempunyai hak untuk
mengemukakan pendapatnya vang menyangkut kehidupannya.

b. adanya tujuan yang tegas dalam rangka melaksanakan kegiatan perlindungan
anak tersebut.

Pasal 3 telah menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan perlindungan anak
ity untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, umbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahters.
Hal ini menandakan adanya tujuan yang sccara jelas mengenai hal-hal apa saja
yang harus dapat diwujudkan dalam rangka perlindungan anak tersebut.

¢. Adanya penjelasan secara jelas hal-hal apa saja yang menijadi hak-hak anak.

Hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tercantum dari
Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, Berkaitan dengan anak sebagai korban tindak
pidana pencabulan maka hak unak adalah mendapat  perlindungan dari
perlakuan  diskriminasi, cksploitasi baik eckonomi maupun  seksual,
penclantara, kekejuman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak adilan dan
perlakuan salah lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 dan pelaku
dapat dikenakan pemberatan hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan
oelh orang tua, wali atau pengasuh anak tersebut.

Selain itu juga menurut Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan scksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

d. adanya ketentuan sccara tegas mengenai kewajiban dan tanggung jawab
keluarga, orang tua, masyarakatnegara dan  pemerintah  memberikan
perlindungan terhadap anak,

Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah terhadap
anak adalah dengan memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
perlindungan anak, menjamin perlindungan tersebut secara hukum, melkukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

. L= 41
Digital Repository Universitas Jember

€. adanya bentuk pernyelenggaraan perlindungan secara nvata.

Bentuk penyelenggaraan perlindungan vang berkaitan pada kasus ini
adalah pada Pasal 64 ayat (3) dimana pasal ini menyebutkan secara khusus
bentuk perlindungan secara khusus bagi anak yang menjadi korban tindak
pidana. Sclain itu juga adanya pengawasan, pencegahan. perawatan dan
rchabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

f. adanya pembentukan lembaga vang khusus memantau terselenggaranva
pelaksanaan perlindungan anak,

Lembaga yang berwenang melakukan penyelenggaraan perlindungan
anak itu adalah Komisi Perlindungan Anak. Lembaga ini bersifat independen.
Lembaga ini mempunyai lugas-tugas yang harus dilakukan dalam rangka
terselenggaranya pelaksanaan perlindungan anak.

g. adanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan hal-hal
yang merugikan anak.

Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 mengatur secara tegas mengenai sanksi
pemidanan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Selain itu juga bentuk
perlindungannya adalah adanya ketentuan pidana minimal dan pidana
kumulatif berupa pidana denda yang apabila pidana denda tersebut tidak dapat
dilaksanakan vleh sipelaku maka sipelaky wajib melaksanaka pidana subsider
atau pidana pengganti berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan.

Prinsip perlindungan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana
pencabulan terhadap anak ini khususnya Pasal 82 dimana hakim Pengadilan
Negeri jember memberi pidana penjara dibawah pidana minimal tentu saja lidak
sesual dengan prinsip perlindungan vang diberikan oleh undang-undang ini.
Khususnya Pasal 82 ULl No.23 tahun 2002 yang memuat prinsip perlindungan
sebagai berikut bahwa setiap orang vang dengan sengajas melakukan perbuatan
cabul terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan
paling singkat selama 3 tahun, dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan
denda paling sedikit Rp.60.000,000,00. Pasal ini memberikan perlindungan
kepada anak dari perbuatan cabul yang dilakukan terhadapnya  dengan
memberikan - sanksi  pidana  yang cukup tinggi  kepada pelaku,  Bukti
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perlindungannya dapat dilihat dengan adanya ketentuan pidana minimal yang
dijatuhkan kepada pelaku. Adanya ketentuan pidana minimal ini ditujukan untuk
memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa ancaman pidana yang diberikan
kepada orang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak cukup
linggi. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Penjatuhan pidana penjara ringan dibawah pidana minimal ini tentu saja
lidak sesuai dengan prinsip perlindungan vang ada pada Undang-undang
Perlindungan Anak. Seperti vang telah diketahui Undang-undang Perlindungan
Anak adalah sebuah Undang-undang khusus yang mana didalam konsiderannya
telah disebutkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak
diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat
menjaminnya, maka dibentuklah UU No. 23 tahun 2002. Selain itu juga untuk
menjamin terpenubinya hak-hak anak agar dapat hidup, umbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. demi terw ujudnya anak
indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan scjahtera sebagaimana telah
discbutkan pada Pasal 3 ULl No.23 Tahun 2002. Apabila ketentuan pada Undang—
undang ini tidak dilaksanakan maka perwujudan terhadap perlindungan terhadap
anak itu tidak akan terwujud.

UU No. 23 tmhun 2002 scbagai lex spesialis tentu saja memberikan
ancaman pidana yang lebih tinggi dari KUHP sebagai lex generalis. Ini
merupakan suatu  bentuk perlindungan terhadap masyarakat  dalam bentuk

pemidanaan terhadap pelaku vang memberikan sanksi vang tinggi akibat

perbuatan yang telah ia lakukan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan vang telah diuraikan

dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut *

3

Dasar pembenaran yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah
dari ancaman pidana minimal Pasal 82 adalah bahwa hakim mempunyai
kebebasan dalam menjatuhkan pidana namun sikap hakim tersebut masih
dibatasi oleh Undang-Undang. Sikap hakim pada kasus ini adalah telah
menerapkan peraturan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya karena hakim
dalam penjatuhan pidana masih menggunakan ketentuan pidana minimal vang
bersifat umum (KUHP). Seharusnya hakim menjatuhkan pidana minimal yang
bersifat khusus yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang no.23
Tahun 2002. Hal ini berkaitan dengan asas Lex Specialis Derograt Legi
Cieneralis ynitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan
undang-undang vang bersifiat umum.

Pidana penjara ringan yang dijatuhkan terhadap peluku tindak pidana
pencabulan tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak karena
penjatuhan pidana ini tidak sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat
dalam Pasal 82 yang telah menyebutkan ketentuan pidana minimal. Ketentuan
pidana minimal ini dicantumkan dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002
ditujukan untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan. Karena
semakin tingginya pidana yang diberikan terhadap scorang pelaku diharapkan
masyarakal menjadi jera melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

4.2 Saran

.

Pemerintah scharusnya membuat svatu pedoman baru bagi hakim dalam hal
penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hal ini berkaitan dengan adanyu ketentuan
pidana minimal dan ketentuan pidana maksimal dalam lindang-1Indang
khusus. Sclain itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

43
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harus selalu berusaha untuk mendckati keadilan demi kepentingan masyarakat
dan janganlah menggunakan kebebasan yang ada pada dirinya dengan
SEwWenang-wenang. .

Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya tidak hanya melalui
pemidanaan pelaku saja. tetapi harus adanya tindakan tertentu kepada korban
itu secara langsung. Tindakan itu dapat berupa pemberian panti rugi untuk
biaya perawatan korban tersebut dari pemerintah untuk menyembuhkan luka
secara [isik. Selain itu harus juga ada pendampingan yang diberikan oleh
pemerintah kepada korban dalam rangka penyembuhan mentalnya dan
menumbuhkan rasa percaya diri lagi dalam pergaulan masyarakat,
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 nomor 32, Tambahan [embaran
Negara nomor 3143).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 3, lambahan Lembaran
Negara nomor 3668).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara nomor 3886).
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pevdokve, ¥kemdion ditiduvkan diwanjane lalu menurunkan eclans Anlam
84s4 Aisyth dan memasuiiion alat kelaminnya yang sudak tegeng kednlem
pumeluat S443 Afayah hingga mengeluarken ale mand, sanbil mombungkss
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lpalsn po-buntannya Fang A sope=ti yang dilakulannya poda 3141 --
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pe-inigtan te-arlut me—upakan gabungsn beberapa pe-buatan yaie ka -
=ie dipanlong sebarai pe-buatan yang bevdisi sendisi msehingsa meei-

podidt hebeawopa pe-buntan, yaknd ¢ = o st
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Pads wo=l Denin tenepel 10 Januawl 2005 sekidar jom 16,880 WIE Lesdis,
344 L Mayah yanpg mopis be-umie delapan tatun beemaln ditoras =uma)

fewilikw. yang moalh tetanezu Sisg F-.f.l:s.:.,rﬁ.'liwl, tevdakwn mengotacan unty
menesel] malnan adik terdakea lidalom kamar belakone dan sowiaktu -

masih wla didalan kamaw, tedakwe longsong mena=ik Sisl Agayah kew-
Aian menidu-kannya dengon paksa distans ~anjang lalu mens-ik colavia

dalan 3342 Mayah hingsa te-bukn kemudian terdakwn mombuka celrnany:
127 mengeluarkan alat kelamin te~lakwa yane auda® tegang dan dima -
sukkan kedalam kempluan Sisi Afsgah winesa Sis1 Aisyah me-ooa kema-
kitin dun hendak menjexlti tetop! dibunpkam milutnys eleh te-dakwa -

Ringen tesdakwa menpeluzerksn ai~ moni den me-con puog atos pevbua

LTI, s e e e —— -

Kemud fnt poda waed Jum'at tangeal 4 Pebeuord 2005 -4am €588 WIR lwst
ko Fitd Mayoh hou pulane davl sekeloh dan mengpanti bajunya ddimedo
dajpus to=dakva  mendekati Sitd Alayah kamudion menarik pakoa calans
Anlam 8444 AMsyoh dan dalam pecisl =ami-moma bewdisd tewdakwn mera-
miikkan algt kelominnyn yang sudah tegone kodalam kesmalugn S0 -
Adayaw namin kawena dalam pesisi Lerdird, *enlokwa mewasn kesulitan
untule ropasukkan plat kelaminnya kedalam kennluon terdabost o odin =
kimena takud kctahuan te-lakwia sege-a menyudahl perluatannyn, =-—-—
Seleng bebe-apa kari korudian pada tangeal & Fabrua~l 2005 sckitar
o 12,00 VIV kerdkn S401 Mayan be-soma gdiknya Mionad L yong mye
borigue eram fabun sedang Dewmain divalamn -umahnya sendisi, +o-dak
yar tingeal dldepan rumah mellvat me-eka dan memangsil 3448 Alsyur
e -nam allinya 1alu menawlk me-oka bevduz kedalam kamaw de-dakwn -
krmidinn dltiduslan diranjong, lalu menupunksn selana dalan Si2f -
Limyen Apon remasikkan olat kelamirmya yange sudar pegang kedplam -
kamalusn S4-1 Mpvak winega menpeluaekan oi= mani, sambil e ek
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milut Sii ﬁl'n;g;z.“ dengon fangan hingea te-dakwa mevasa puas dan -
saat ieu Memfat] berusaha menelerp kakalmya dengon mepulul te-dakwa

namin tidak tenlalwa Rivaukan kuwena kebuaten Misnati yene tidak -

i

kan 814 [ “Kiayah keluar komar , sedangkan Mimmati maain dl4ahan eleh —

te~lakwa, *ldok mempe-belehkan keluar kavenn bewlolowa melakukan por—
bistunnyy yong sama asperti yang dilakukamya pada 8141 Alsyah kepa-
da Misnatl sa-ta mongacam Misnati akan dipukul bila #idaik mau mala-
kiukan perbuatan tee-gsbut, kamidisn te-dakwe mulal membuka celana -

dalam Mignadl dan membungkam milut Misnatl dengwn tangan kanzs 1alu

mentaban kemaluan Mianati nengeapalkan toanigan kird lalu memasukkan ala!
kelominnya yne suda® fopong kedalam kemaluan Misnatd, namun getslah
dipaksa Le-kali-kali alat kelamin terdakws menemui keaulitan untuk -
dlmamuklon kedalan kemaluan Mimatl, wingga alad kelamin de-dukws -
rengelun=ikan al» mand dan Mignasl merada keoakiton binges pilang o
11 nonglo kensda dbunya, Jesplan kojadian 184 Mianatl mencewits

nat olelisnnya yoope dlalami bo-aama kakaknya S Apyar kepda -

ihunya, Meidenzor kejadlan tewastid Kastini tha ':"i‘rL Alayar dan  --

r a4 L] L] = i
Misnati mere-lion kemnluan 5141 Aayak yong mengalami penda=akan pod
heailannys 4o seloma bobswaps bavl mowcea keaakitan poula lenanluan-
Oya, demikian, demlkian pula pada Mismpst yang jugs ba=la-ab puin -

reraliuannys perta keduanya juga mendevits demam, =- cmmmmoaie- =

Perbuntan be-lakwn dintus dmor dlrneom pidana menu-ut ketsntuan pasal

82 WU Ne 23 . 2092 Jo podel 65 ayat (1) MR, —
===== Menimhag bakwa Jakea Penuntut Umum felah mengajukan sebagal -
bopange bukid yaitu ¢ 1 (a2au) sl baju pugih dan 1 (satu) bush celan

pruijane wartin celtelat, 2 (dua) celana pan jang, 2 (dua) kaes, 2 (1ua) -

eclmna dalam, 1 (acdu) vei,baju § ——= ———

———- Menimbeng, bakwa guna membuktikan sirad dakwasnnya didepan -
pavaidangan Jukaa Penuntut Umim telah mengajuxen sakel-sakal unduk -
didengar ketivongannya dan masing-masing membowlkan ke! eranpan soho=
gal beripdt f ———e e o o
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Siei Aiﬂ_?!ﬂ'l dan Mian=p{ S . L

~ hevwa  poda va-itanege] lupe pade bulon Jansa-i 298 zavildu askal

hernda didapi~ menanak nasl 4 iba-4iba gilkst .ﬂ'ma!;;;iana_ 4
heenant fionatl dan 5142 Mayah asdang menangls keluzs darf wumak -

davdobug don peneesitakan kepuds saksl batwn mereka telak disetubuki

slah femlaiia | cmmmmcmm————

s —

- babwa dengzn kejadian ini caksi memewiksa kemaluznnea S44f Afayah -

Qo Mianes ! dan ternyata kemaluminyga besdaweh dan benrkak ¢

Sakei IT STTZ AISTANR oo s

= havwi pola %a=l dan tanesal lups pafla Bulan Januaef 2004 disumah -
da=tilodn noksl dlgeiuirihl slekw texlakwa dan sobolum dlaestabubhd ooia’
bl husedan 41 alean membew! mainan kepada pokael Jali gokal eolo
frlaiom diajuic kelkamnytya, Heinn,jutnya pikal ditiduekan dan milud-
nya Aidbunekam dengan 4angan te-dakwa, lala celana dalam sakod dibu-
ka ela% bpedadkowa, Kemudian te-dakwa memamukkon kelaminnya kokée}amin
sakal dan ngnk lamz sehingrs kelanin sckal mengeluarkan darph,

= Barwn § hael kermdian dasl ke jndian ying pe-tama ankel diajok Jagl
elay ferdalova kedalam kama-nys dan juga sakal dlpakss dan maluinya
dibungkam Inlu fewdakwa memasukkan kelamimnys kekelamin saksl, ——-

= bakwn saksl 4+ahu pada waktu dirumabh te-dakwa odllmyn yang be-nama
Misnati jugs dlaptuluni eleh terdakwa dan keraluan teo-dakwn Al -

nmikian kekecaluan Misnatl § === -

= Bawwa rada wakiu itd pokpt tidck diancam ele* terdakva [ e——-s ==

Sakas, IIERATT 4 -

= hatwa paula kard dan tanggal lupa poda bulan Janup=i 2004 disusa®

]

tow=labwa, ookol disefububl eleh terdakwa dimina poda wakiu L4u

to=ialwa momanuklan yolaminnya kekelamin saksi sebanyak 2 (dus)

kall dan pada wakéu igu askal kemaluannya me—asa sakis dan sakit

It.n}n ] = P pp———

- bakwa pada wakdu Ltu te~dakwa memasukkan kelaminnya kekomaluan =
nakal, rmilut pakel dibungkam elsh tevdakvn dengan tongan tesdakwn,
Sakat IV, .0ns

T e
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E;h}:.:_‘:_:.'lr?ﬂsl]ll

= batwip cokal tidak o pads woktu tewjadl pe-Reczan yong dilakukon
4 p P

eedabwn deshedap kedus anak mosing-mosing bevnama 3441 Adgyak dan -

WY " 5 2
flobtatl, Panubd gilkrei pernab dlbeeitabu eleh istexinys bahwa kedun -

anak kandungnya telah disstubuhl ele* tordakwa dan kedui anak fterse-

b1t mendewi+n gakit peeut dan kalaw keneing kemaluannya sakit § ——

- batwa raksi davu kedun anak kandungnya o yaita 514l Adgyah dan -
Mimia*d aeving hevmain-main di-uma» terdakwa | -— -
Safind T Wem, F Boal Nl i R e b e

= Lovws pekel sebelumnys hekerja sebapal Ko-yawon di Puskesmas Mayangs

qogak tohun 19TE 5 sememm e e i g e s

1JTY

- totwa sela hari Selasa tangeal 8 Peb-ita-l 2085 nekita~ lam 19,80 W
il Puskeamas Pembaniu Posa Mayangan sakei mensnegani dan mengebati -
kedua zral pessnpuan maning-masing bernama Sist -*-iny:-.ﬂ-. dan Mionati -

Arn menu-u4 kete-angan ibu kandung kedua onak teroebut saki4 ko-ena

BT L B ———— T - -
= bowwa kemulian sokal menyuntik dan memberl ebat pil kepada Redusn =

aniiy beosebut knrena menusut anglina gakel, Beids anpl *arasiud —

mindenita sakit depentwi dan fapeknl § -=- ke =

Sated Y1 e B HMMHEMIERAD 1 e Al

~— bokwa menu-ut perdapat salal a-abila anak perempuan dibawak wmir -
diaetulnhi pesti alat kelaminnya {Ti.gi‘l‘l.a) mengalami luka veligk § ~—

- hahwa menueut kesimpulan oakal schagalmana dalam Tiaum h‘h_ﬁl.'.p_.":;?\il‘l-.
Mera~ ¢ 808/0126/43¢,72/2085 atas nama S1t1 Adoyeh dan dalam Yigunm -
E4 "r-pf-f'.._:m Harma- ! ﬂﬂ'e)fi'.‘lﬂf;!’d‘ﬁi{??r"'zﬂj manlnp-maning tertaneral
14 Tal-ua=L1 2805 meniyatakan selapud kepe-awanan +idak menealamd keen
gan, ka=ens pada wakiu saksl melakukan pemp-iksain fexhadap kedua -

anak te-zelut kemaluannyn Evagmu.} +idale =ugar atay tidak w=ebak dan

tldak {erdbipat luka dan masih uduh § ———-so—mee = —— ==
- Davwa menurud kesawlian asakal,dlmna nakal beskemimpulan bakwa Kema -

luan $e=lakwn tidak maguk kekemaluan (mina:l kedup anak pereppuan

te=arhut | =r—e— —— - =T Ll

- bavwa benar aaksl pada harl Senin tangrnl 14 Pebwuani 2045 belat -

mel gl L on s
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arlakukan poge-iksaan te<tadap Sied Mayav dan Mianadd 41 “uman Sakid

quu::,_:: e e e e e e e i —

- - —————

=== Monjimbang, batwa felak d flenpam kptewangon 4edakwa yaitu seba-

Fas Dewllud 8 o—eee o —— -

= batwa benaw te-lakvwa pada hard venin tangeal 18 Jatua~i 2005 sekisa
Jam 'Hl.flll WIB telah mescangpil 8144 Alayah yonz aedang beszain da -
be=punil ckan membe=l pindan mainan, kemadian tes-dalwa BoNgs Sak =
Sit1 Maya' keknmaenya don mesbuka celana dalarmya Inlu fedakws -
memaAsiiian ¥emaluannys ketemaluan 3144 Mayaw 2an tevdakwa sempat -

motEa Miieran Ay minl § ———ean s e m——

= Szhun pada ho-f dan tanegal lups pada Hulan Pabeuswi 2005 disumakh -
Sitl Mayar, dimsna te~dakva kodua kalinya cenyotubuki Sgeq Ligyuh
Todpan pemantllion kemcluannya kekemaluan Si4q Aayun dalam keadaan

boddvd kirena tidake poauk kemaluan tawtakus diun takud Alketzvnl -

e=alip loln akklenys amipadabd pe-buntannyn | o--- =

= Batwa podn hasl dan tongzal lups pada bulsn Fehwuawd 2095 Aivumah

‘edakwa sekita= jon 14,800 ¥IB, dimang te-dakva ketifa kalinya me

nyotubuvi 90 i Aisyah dengan membuka celana dalumys Ialu te-dakus
meramikean emaluarmya kekemaluan gitl J"-ii.zl;jl'sa;'l'\ tetapl +idnk mosuk -
ion Jues te~dakvn menyetubund Mignati tetap! kemaluannya tevdakwr -

| idak masuk | .. n -

= b ounusat peneaiaan te-dakea packs waldu oolakukan pe=petubiha

Lonigan Mizeod§ dan Fi44 Aeyar, Almans sing tun kedun anpk fargo -

it nedans tidak pda dd-umatnys i e

- Meninbong, bohwa untuk mempawsingkat vwalan patusan ind oukp -
auanla pemuzti yung te-jodl dipe-nldangan sebagaimana tewsatat dalanm

and'h
i

3 ded=a poeeliongan pe-ka-c ind dlanggap te-muzt dan merupalkun -
32ty kesatuan yung 4idak te-pldahkan dasl pusugan ind | ——mese———————
—— Moniubeng, batwn te-dakun elehn Jakea Panunsut Vamm diajukan ke -
pfidangan dengun dadwann steeseevd! pubsido-ftas yaltu Peimate o
aelangeu= p=unl 81 ayat (1) UV He 25 4% 2002, Subpidais melonegar —
pan2l 01 zyas (z) "0 No.23 T-.2002, lebiv Subsidair molangre= pasal

[ 1 oo LIPS
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82 T¥ Ng, 23 Tatus 2082 ; =-—— ——————————— ————a e

L]
-——= Menimbang, wahwa pasal 81 ayat (1) WU Ny 23 T 2002 yang vigl-
atsinyd astisy erang yo¥y demgan pangaja m=lakukan keke-osam atau -
aneaman kekavasan nemaksa atak melakukan pesestuubaa derganmys afou

lengan s-ang lain § = tE =

- Mpniwbong, balwa unsur petiap evamg adzlah slapa saje yung =
dnpet dipertongeung jawabkan atae segala perhustan hukum yang dila =

lukanya § o= =———— - - — = - i

- bahwa Fheisul #aax bin Munari yang diajukin didepan pe-aidongas -
elat Jaksa Penuniut ¥gpum telah membenarkan identitasnya ssbazalaana
bavd apa dniam suwat dakwasn atas divinya dam menyataksn benas—benir
sudnh mengertl atas dakbwaam tersebud dan sewaktu didenyar katera =
neammya io msnyatakan sehat josmamd maupun ~shani, sshingea dapat
diserfangping jawabian atpr sepala periiatannys dan eleh karena I4u

unativ ind felah terpemubl ; -

e Meniwbane, Bahwa unsur yung dengan sengajo melalatlean kekerasan

atatl ancaman kekerasan ; -

Hwimha‘.ﬂg;, hahwa pengertlam kekerzsan sebagalmana yong dimakaeiid
pasal 8y KEFPidama yaituw pemaknian kekuatam yang sademilkian ®=par, -
baik itu berupa kekuatan yong patut maupun tidck potut gehingsa apo =

5114 ada eeeunty perlawanan ferhadapnya, mala perlawanan itu dopat -

dipatahsa elah kekuataw te-gehut S

Men Imbang, babwa be~lasarkan ;eter'am_gm saltal kerwanr dihubumg -
an denpgan kederangan saksi-saksi yang lain mawpum barimg Bukti den

Tigun Bt Megertun merta keterangan tewdakva, didapat facta bahwa ==
o (dus) ma¥ai kewham yaitu Si41 Ajryah dan 1%{mati mengalaml ancarax
natnpun keksrasax darl te-dakwa, darl keterangan sakst 8121 Aleyah dax
Mignati yaltu pada wakin keduanya diajak mamile kelama» te~dakwa dan -
crlona delam Siti Aayah dibuke, Mienati memmkul-mukul +erlakwa -
dengan makmud supaya te~dakwva manghaitikan membuka celama dalaom S141-

Aiayah tetapl fardakwa tidak menghiraukan malahan Mismatt untuk -

AelaR NNV Las s aanna
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aelomjutnya mandnpat gllivam untuk dimetubuhi, dengan denikian Ungue

ind terpenuni ; —— = - i1,

=——— Menimbaag, babwa unsir welakulan persetiubuhan dengannya atau -

ity Jatnoy —aoo - ——— T —
—_— Nrniniang, hiokwa Ussie melalilen perastubuhan Hiful benar-beng-
dilakuiken yultu kemaluan tewlalora wiouk kepada kemaluar sakai kewhan

3141 Atmyah dan Misnati 3 —— et T—

——— Max imbung, wahwa berdasavkan fasta-fagia diparsidangan pavas -
tububtan ~idnk té.-lz-jtdi hal ini dapat dilivat dari Vieum B4 Repertunm
tevsebud dan ketwrampan delohew H.Much.Mearad ,8p, 0, yampe memewikan -
kedus kerban tersshut +idak diketemikan adanyn kelaiman dan selaput

dara kedua kevbzn tergeliud misih utuh, dengan demikian unsur ini -

tiduk +erpenunt - i s

———— HMentmbang, bahwa eleh kawana 2ilah satu unsur dar! pasal 81 -
ayat (1) tidak terpenubi makn te-dakwa tidak terbukti melakukun 4in-
duk pidana sepertt yang te-cantun dalam dalowasn Polmnd+ ¢ ciiiamn
====— Menimbane, babwa didalam dokwasn aubsidals tewlakwa didakwa -
dalam pasal 81 ayat (2) dimana dalam dakwaan terssbud tandapat unaus It
denigan aengaja melakukaa tipu muislihat, -r._';a.ngknian kebehengan atau
membu juk anak melakulkan perastabuhan dengannya atau dengan evang lain
===== Menimbang, wabwa unsup teraebut mengandung maksud mengesdn -
kKewban aea~ tidak terhalone melalukan persstubuhan fom———— e
—_—— ?'-eni:n*nang, havwa be~dasarkan ketevangan sokal-paksi kerban ==
divubungkan dengan kstevrangon tewdakva dipereidangan didapat facta -
®ahwn terdakoen pada walkiu kejadion maaih becummir 16 tatun maaih -
kelihatan lugu apalagl © srang malkai kerban yaltu Mimnatt dan Si41 -
Adayah mosing-pasing berurus & tahun dan § talkan dan fasta dipars! -
dengon masih kelihatan lugu, sshingga $idak ta-_r-'hukti kalau selalum
dilakukan persetububan te-dalowa menggeda dan perssfububan +ersebut
ustiayaratken barus beiul-betul masuk rada kemaluan kerban dan aatan
lah mendemgar ketevangan saksi dekter M. Mach Meerad ,8p, 8¢ batwva -
selaput dara 2 e=ang saksi fcewhan te-mabut masih wtuh, dengan =

deﬂkim L L R LI T B
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4=t iGEANREROAIALY MUYEEER ISR | .

———== Menimbong, havwe unaur dael pasal 81 ayat (2] #2143k te-zemund

mika tesdakwa +idak te-bukif melakukan +indak pldana seharpimuny =
daliar: duzwann Subsi;".niv_-, denzan demikian tevdakwa ha-us 3lbebagkan

da=1i dakwann tergabut — e

—=-= Menimbang, bakwa akan dipew-tinbangkan dakwasn lebih Subsidai-
yaitu EF‘.]N’!;;E' vasal 82 U3 Ng 23 ™ zeoz adala- patagal hewilhu+ :

Satlap -v:Ln.-; yane dengan aetizada malalukan kske-assn abca-anesreno—
Eele-asan, pemaksa melakukan tipu nulali'ha.t arrangkaicn kewehengnn -

afau membujik anak untuk melakukan atau membia=kan d{lakukan pee -

buatid eadul

Meninbame, habwa unsuy astiap ervang sudah dipe-iivbanskun -

dimadea mokn Unsti- ini te=penukl Ao e

——=,Meninbang, bahwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau -
aneaman kekswasan, unsur in! sudah dipe~timbangkan dimuka dengan -

lerikian nnsus ind terpeauhi ; e il e R

—==== Meni{mbung, bahwa unsus mslakukan tipu wuslivat sevanekaias -
kebehenzan atuu wembujuk anak melakukam abau memkiasrkan dflakikan -

perbizatan cabul 3 —— —th s R .

===-= Monimhing, bakwe maksud darl perbuztan cabul lalak aegala -
pe=buadonm yone melangeas kestuailoan fkaaqa.nn.n] atau pa-hustan vang
keji asemuanya l4u dalam limgkungan nafsu bewahl kelamin § ——me—mee
== Menimbing, batwa we-lusa=kan ketevanean kedup sakal kewban -
Sitd Atayah Gan Misnati se-ta avake tun mnkal ke=han Katlhi. Tasidl,
Yo Tuflye dan kete-mgam daei saksl anlf te¥ Magh Mesrad Sy 08 -
dldapat faeta batwi tevdakwa telak mennmikesn kemaluannya kapada -
2 (dea) e~ Fg sakal ke-dan Sis{ Afsyah dan Misnat 1 ying maninmg -
Sislng maslh we-urnr & dtahun dan € tatun yame dilakukam pada ha={ -
Smiin taneeal 10 Jamuaei 2005 dengan cawa yang pertamnt menldurlem -
G101 Aleyah dlatas vaniome kamaw terdakwn, ktemidlan yang kedux -
dencui pealal bemllei dengan memsgeansk-gane:can padn kemaluan Si41-

Alsyah hingea mengelunrkan al- manl dan demiklan Juga kepoda Mianat!

demean i,
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dengan cara beegantian ka-ena masih terlalu keeil, terdakwa menge -
1aml kesulitan mapagukian alat kelaminnya kedalam kemaluam Mismati
sehinges hanya dengon gessk-gesakian paila kesmnluan Misnati ;lzh -—
pe=buatan te-mabut be-henti ssgere setalah mendener ada srang —

datang takut kelahuan 4 -

— Bahwa menvput ketevangan Eatini ervang tua 441 AMpayah dan Migmat !
mepa—ikne kepaluan Miamati bengkak setelsh keluay dard udah. =

te=dalkwa samwil menongis menceritrakan babwa telah disetububhl -

tamialva demikian juga yong dialeni 3i¢i Asyah § -———-—-

- wakwa satalah divubunglkan dengan kste-cmgan sakal ahli segunl -~
isngon pengalamon dan keahlizmmya, meskipun pudah ditldurkan --
uniuk dimetubuni selapué da=anya masih utub, kaveni sesning 1aki=
loki tidmi: dasat wemasukkan alat kelamimaya kakemalussn ges-ang -
perzapuzn walaupun eda kesempatan, dissbabken kuranemya pengala -
opn dalam biding sax atau karena usia fe-lalu wmuds aehﬁ:gr-:. -
Lbawpengarul) dalom hal tidak terkendalinya nafeu, Begpitu ssnyeatoh
alat kelamin perempuan, sperma ates alr munlnya esgara keluar -

maka tidak melanlutkan memasukkan alnt kelaminnya kedalen kiemaluay

perenpusn karsta telah mevasa puns dan tidak tegang lagl § ———

= Papal &5 ayat (1) dengan uneur-ungis sebogal ba=ilut ! ee—e—————

1, 4nlam hal perbaremgan baberapa perbuatan, —-- -—

2, yang harus dipandang esbagal perbuatan yong herdirl sendirl,

1, nahingea meripakan seberapa ke jabatan yang diancan dencan —

pidann pekek yamgp mejenis, ———

-"'{'.‘;;1. E!

o Mahwa fasta yang te-ungkay diparajdnngan tevdakwo telah mela-
bikan porburengan bebsrapa perslatan yaitu menyetubuhi sakei
5441 Adayah kavena tidak wlsa masuk kemidian menpresak-gesaiioa
alat kelamimmya kedalam kesaluan Si4i Alsyah Juga kepzda -
¥ignati denean mengespek-geaskkam alat kelaminnya kekemaluan

Si+1 Afmyah dan Mimnatl {a.dilm?ﬂj ehingra terdakwa ma-asz =

puns dan menipeluarkan air mowl ;- A e e 1

}Ld'lg woo g $ g g b 8 e 5 g i b 8§ 3
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M.2, Ipsie yane basuy divandong sabapai Be~buaton yone Bawlici aegdi=f_

= Laihwn fucta yong terunginp dips-eidangan, novbustan tewdalows -
engay renggunckan +ipu mislivat, keksrasam menyetiuduhi Sfs .
Aisyah dan bebe=ape haw=l kemudian melakulban perbiatan eakil diran-
Jang tapus daloam keadasn bewd {mi mengressk-gagaian alat kelamin-
nya kskemaluan Sit1 Alsyah hinges memgeluaskan aiw mant dan sade-
lah 2 hari kemidien kesball wanyetubuni Sis4 Aloyah mevta matigpe-

ses-guserkan alat kelanioaya kekemnluan Flsmad! wWingea neneelus—

kra alv mani masifg-pasing pr-upakan pevhustan yane selesal 11~

kukan te-<lakwa dan be-diri aetidi-i-zendirl § - --

Ad.3. Ypmu= sevingea me-upakan Beberapa kejahatan yune diancam densan -

pldany pekek yane B e e e e i e e e b A s e

= Bahwa fosts yong Le=ungkap dipsraldnmgan, parbuntin fevdoiup
manyetubuhl S{+1 Admyak dengan tipu euslihat, kakarassn meripakan
kejehatan te-%aday kEesusilaan, deniitan Joga melakukan pe-luntan
enbul terhadap 5144 Alayak dan Mianasy Juen mevupakan ke labadan -

teshiday kepueilaan yang d!ancan pidana pekek yang sejenis yakni

pidanin peninre § ——— - -= - —
=== Monimbang. bobwa berdasarkan Perhlebemecn diatae, mukn terdnkwa
telaly devbuke] secosz anh dan meyokinkan bevaalah selakukan +indsk -
sidana melokulear perlistan cabul terhadap amak dibawak usnw aebagnlmans
dalas dakwenm 1ehbid R T o
—=-= Moninbung, bahwa eleM kawena tenlukwa 4evbult bersalah dan -

terfiynta pemeriksasn dalan pe-aldanegay tidak diketemikan alason penanf

maupun pazbencs yang dapot mefighisuakan keaslakan 4enlakva mika kepads ,
terdalown tawasbhuf ha-ialah dddntuni »ldana yang setimpal denpon per - l

Bintannya § —— o e S
=——= Manimbanig, bavwa eleh karein te-dfikwa barada dalan tahanan maks (
mAES penabaian yang +elah dijalani *avuslan dikurangian seluritnys -
darl pldanas yurie A Satunkan dan te=ialkwn ha-uala® puln dinyatakan —
tetap ditahan, ka-sna pada saat Int tidak ada alapsn yuns ank undul =

mnmal "":"-'"'hu‘ iz i
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monigaliarkan te-dakwa dari fahanan § -

Menimbane, bohwa ela® kavena terdakwa dinyatalsn bersalak maka -

hartie pula dibebani untuk membaysr biaya pevkara § - i

-—— HManimbang, bakwa untik mendapatkan putusan yang adil moka perlu

dipe*_—*.imbﬂmg.:k.:'.'.'- hal=hal yang munberatkan dan yang meringonkan | ————-
Fq1-%g? A ran e g = o SLE T
1, Tedokwa welum pe-nah dibukum, —e-————=- ——
2. Tewdalwn sepan dipersldangan, —-—-=== ———

3, Tewlakwn telok diteliti kehidupannya maupun kehidupan ksluarganya =

oleh Bapas Jember don lerkesimpulan sebagal beriiit ! ocmme—eemeeen

a, Yengam ssrinenya melitat, menenten gamba- adegan pevme telak -
menumhubkan rengsangan serta inmajinoel sex yung oulup tinges -~

telak mendereng klien melakukan perbuzian cabul dengon souders -

nys sandiri § -- e e S

b. Klien te-libat kamis kriminal bawu yung pe=~tamz kali ; ——-—=—
c. Sepial ekaneni srang tuas tergeleng PaAS-DAOANL | =———r—s—s————————
. Pivak keluzwpn Xerban menys-ahkan asperiubnya penanganan kasie -

tevastut kepada pihek yong Berwalll | ——---- o I

B. Qeang 4ua, masyarakst, pemerinteh setempst Lerharap kliem menijie—

~aleh penonganan yong tepat semada-maia hapya untuk mosd DepaRndae.

Falahal sape mtmt~.41-ﬂ:4"p*ﬂ7] e roh e i A e e e T et
1. Perhuatan fewdakwa telah menimWulkuen fralma | <r=—s=——————————————

2, Pevluinten ‘e~dalwa keii dan tldak fe-pujl sebaral po-huaten yaie -

dilarang ne-pa agong doo nerma adat isgiadat  — o —

Mangingat paza. 82 Tndang-Undans Neme~ 23 Tabun 2002 tentong -

Pe-lindungan Anak je pasal 65 ayat (1) KPP dan ¥ndang-Tndang Nemer -
3 Tawia 1987 pe-'a pevundang-undangan lainnya yang bewganglutan | —---

e e e e et MEH G AT LI e e

1. Manyutakan +o-dakwa K78IPEL ANAM pin MUNARMD tewgebut tldak terbulil

ssea=a mak den meyakinkan be-salah melakukan +indak pidans sebagai-

manz dalam dikwdan primei- dan sudsldals ; ———- = S
5 Mappabaakal Le-lokwn ETINOL ANAM hin MUBARL da-i dakwazn fersebud,

3, Mepyotakon .idaiae
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= Tr=

§. Mengodalng tusdalwn ¢ KWOINUL ANAY bin MUNART +eogabut te-buksi =
secord aah dan meyakinksa hewsalak melakukan 4indak pidana : Mals -
kukan pssbuatan cabul terhadap anak dibawah Wil ;| ————mr—m—— e

i, Myijatuvkon pidona kepada te~dakwa @ FTRIPHL ANAM yin MONA®T 4aega_
Wik eleh ka=enanya dengan pidani penjary gelama 2 (dua) tabun dan -
denda sebesz- "p 60,000,000 ,- (enam pulud duta -uplak) denezn et an-
tdan apabila denda 4a-gehut tidak dibayar maka horus diganti denean

widama hu-uneon oplome 1 {.-;a.Jr-.z:l TR T e Sty R =
Mevatapkan banwa wakiu aslamt ¢ ewdakwa Le=ada dalam tabnnan sebslun
pitusen Ind mempunyal kekaatan hulhum det 2p akan disusangkan sepanub-
nyd dard lamanya pidana fewgebang g = 0 o - e

6, Menyatakan supaya teedalwa tetap ditavan e — £ ——

T Menstapkan lLo-ang bukd i besupa ¢ 1 (sz22u) waaw baji putdk dan 1 -
Coatu) Huaw celama panjang wernia eelalat dikembalikan kepada ta=s -
= 3 A | £ ...I'l - Sy ¥ |:-|; ::I 1 |: .-} A %
whnWi, e Adus) eelana panjarg, 2 \dua) kaes, 2 ldui) esiana daton -
e N {lﬁl $3-nm} 1 o Bas'r At a M Ak
san 1oAnatus bafn dikembaliken kepada Si41 Afsyan dan Mignati R

b, Mambabankan Ui W dalom pevkara dnd kepafdta fo-dikwa schenas ®py ee

i i j
1.908,- 8. -1u =upioh) § —==menl P -

o i r
~=me= Venivianlah diputuskon dalam rapat pe-muayawaraten Majelis fateim

Pengadilan Nepirl Jumbo- poda vawei t KAMIS, tang.al 21 ARSI 5488, -

fengan KWMIASTTOL,ET  sonaeal Takim Katus, MIJAT™I, S aun =UNOHO _
AR MIATI,5H, pasingemasing sebagai Takim Anggeta dan pada hori i4d

Jugl putusny fe-agelmt diteapkan dalam sldang yong terbuka untuk umip -
elah "okim detus de-gebut dengan diradiei eleh MEJA™®I, ST dan i
PlmOMe KMTHT mIANIO SH roaine-maaine gebaral “okim Anpeeta denmdti —--
dihadind pula elsh EWIT MISTIKASAMI SH,MH, Penuntut Upum dun AMGESQ 37,

Ponltaws penepant] ge—ta +ewlafun, ——meeecmmeeeecom—— i
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KD AR ® T o0

L]

BHRNOMO AMIN "IATIO SN
2 .

A



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

